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Nomor 3521/Pdt.G/2023/PA.Nph
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, Sebagai Penggugat;

melawan

. scbagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 3521/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal || I b<rdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

I <-bupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat
rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
|

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di || |GG
I <ccamatan Lembang, Kabupaten Bandung
Barat;

3. Bahwa sebelum adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai

keturunan yang bernama,;

3.1 [
N, . ciicsuh
oleh Penggugat;

3.2. [
.
I ciasuh oleh Penggugat;

4, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis.
Namun sekitar sejak bulan Januari 2023 rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
antara lain karena:
5.1. Bahwa Tergugat diketahui memiliki sikap temperamental, yakni
saat bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat,
selain itu Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik kepada
Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat, sehingga hal
tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman untuk
melanjutkan hubungan rumah tagga dengan Tergugat;
5.2. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga akan tetapi puncaknya bulan Agustus 2023 dan sudah tidak
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melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya
suami istri;
6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua
Penggugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua
Tergugat;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil,
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat
sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat || EGcNINENINNEG
I -rhadap Penggugat N
N

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair
Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat
kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak
berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana
ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, dengan
menunjuk mediator Muhammad Ali Imron Nst., S.H.l. dan berdasarkan
laporan mediator tanggal 03 Januari 2024, dinyatakan bahwa mediasi telah
berhasil, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk kembali
hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, Penggugat mengakui telah berdamai dengan Tergugat, dan
menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, Penggugat
selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim
telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses
mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Muhammad Al
Imron Nst, S.H.l. tanggal 03 Januari 2024, proses mediasi yang dilaksanakan
telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan akan
mencabut gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah
memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan
oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai
ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan
272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat,
dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan
untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
3521/Pdt.G/2023/PA.Nph dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Nur Latifah Hanum, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabrina Vanissa Rizki
Hilaihi, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Wawan Mulyawan, Lc. Riana Elfriyani, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
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Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn.
Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 760.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp _10.000,00
Jumlah : Rp 880.000,00
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
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